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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO

NOMOR O& TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah Perlu Menetapkan Indikator Kinerja Utama,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
tentang Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun
Anggaran 2024;
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Menimbang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856)

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897),;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
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11, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6340);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia  Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem
Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2001
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun
2001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1);
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20 Veravuran Laerah Bshupsten Wajo Nomor 6 Tahun 2016
tentung  Pembentukan  dan Susunan  Perangkat  Daerah
(abmian Daerali Kahupaten Wajo Tahun 2016 Nomar 6,
Tormbahnn  Lembaran Daerah Kanbupaten Wajo Nomor 62),
se it elah  diubah  dengan Peraturan  Daerah
Kahiapmten Wajo Nomar | Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturnn Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016
tentnng Pembentukan  dan  Susunan Perangkat Daerah
(Lembonran Dnerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomaor 1),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
HTATISTIK KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINEIRJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO.

KESATU . Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasil dari
suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga
atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja
Utama sebagal suatu prioritas program dan kegiatan yang
mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra
Satuan Kerja Perangkat Daerah,

KEDUA . Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU sebagaimana tercantum
dalam keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang
digunakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo untuk menetapkan renca kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kerja dan anggaran, Menyusun dokumen
penetapan kinerja, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen
rencana strategis,

KETIOA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di Sengkang
Pada Tanggal 5 Januari 2024
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© SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO

- PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (1K) PADA DINAS

KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KAB. WAJO

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
TAHUN 2024
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